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KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan industri aset kripto yang pesat
dan eksponensial membuat pemerintah mengkaji untuk memajaki industri
yang satu ini. Pemberian pajak diharapkan bisa menjadi insentif bagi
masyarakat untuk berinvestasi pada aset kripto.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Indrasari Wisnu Wardhana menuturkan, saat ini pihaknya bersama dengan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana
pajak penghasilan (PPh) untuk investasi aset kripto di Indonesia.

Wisnu menjelaskan, pajak yang berlaku pada aset kripto saat ini adalah PPh
badan yang ditanggung oleh pedagang aset kripto. Nantinya, pajak yang
akan dikenakan untuk aset kripto adalah PPh final

“Rencananya akan PPh final seperti yang berlaku pada bursa efek. Untuk
besarannya juga masih kami kaji," ujar Wisnu pada webinar Kompas
bertajuk Mengelola Demam Aset Kripto, Perfindungan Investor di
Perdagangan Aset Kripto, Kamis (17/6)

Baca Juga:

Wisnu berharap, dengan adanya pajak untuk aset kripto, nantinya bisa
menjadi insentif bagi para investor untuk masuk ke pasar kripto di
Indonesia, khususnya para investor-investor dari luar negeri.

Pada kesempatan yang sama, CEO Indodax Oscar Darmawan mengaku
menyambut positif adanya rencana pemajakan aset kripto karena akan
membuat pasar kripto di Indonesia lebih berkembang.

Lebih lanjut, dengan adanya pajak pada aset kripto, investor justru akan
mendapat perlindungan tambahan. Pasalnya, dengan transaksi yang telah
dikenakan pajak, artinya transaksi tersebut diakui oleh negara. “Dengan
demikian, transaksinya jauh lebih legal serta meningkatkan legitimasi aset-
aset kripto di Indonesia,” ujar Oscar.

Baca Juga:

Sementara, CMO Tokocrypto Nanda Ivens menilai adanya pajak akan
sangat bagus untuk legitimasi pasar kripto di Indonesia. Namun, ia
mengingatkan, pengenaan pajak pada aset kripto wajib dibahas oleh semua
pemangku kepentingan, tidak hanya regulator. Menurutnya, pihak-pihak
seperti pedagang aset kripto dan pakar-pakar terkait harus dilibatkan dalam
rencana tersebut.

“Jangan lupa mempertimbangkan investor, karena industri kripto ini
berbasis komunitas dan driven by investors. Jadi, jangan sampai nilai
pajaknya justru menjadi masalah untuk para pembeli kripto, justru nanti
akan merugikan karena berpotensi membuat mereka kabur ke exchange
luar,” imbuh dia.
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